BAB YV
PENUTUP

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan dalam Bab I yang telah dilakukan

analisis dan diuraikan secara sistematis dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV maka

penulis menarik kesimpulan dan saran atas Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Jasa Make Up Artist (MUA) Bersertitikat X Dalam Penggunaan Kosmetika Tidak

Berizin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1.1.

1.2.

Produsen Kosmetika yang bertindak juga sebagai penjual memiliki
hubungan kontraktual dengan MUA Bersertifikat X sebagai konsumen
antara. Oleh karena objek perjanjian tidak dapat diperdagangkan, maka
dari itu tanggung jawab yang dimiliki oleh Produsen Kosmetika sebatas
mengembalikan kondisi pada keadaan semula berdasarkan putusan
gugatan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian berdasarkan

Pasal 106 UU Kesehatan.

Perjanjian melakukan jasa tertentu antara MUA Bersertifikat X dan
Konsumen MUA Bersertifikat X sudah memenuhi syarat keabsahan
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Prestasi yang
dilakukan oleh MUA Bersertifikat X adalah melakukan hal yang
terbaik sehingga tidak terukur prestasi yang dimilikinya. Oleh karena
MUA Bersertifikat X menggunakan kosmetika tidak berizin edar
sebagai compliment, maka dari itu Konsumen MUA Bersertifikat X
dapat melakukan gugatan PMH karena martabat kesehatan yang dia
miliki diturunkan derajatnya oleh MUA Bersertifikat X.
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2. Saran

2.1.

2.2.

2.3.

MUA Bersertifikat X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih
produk yang akan digunakan pada Konsumen MUA Bersertifikat X.
Sehingga MUA Bersertifikat X sebagai pelaku usaha jasa sudah
menunaikan tugasnya sebagai subjek hukum yang menjalankan dan
patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan dapat memberikan
perlindungan kepada konsumen MUA Bersertifikat X. Prinsip kehati-
hatian sebagai pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan adalah keharusan untuk menjaga martabat kesehatan semua
pihak. Maka dari itu, MUA Bersertifikat X harus memiliki awareness
yang tinggi terhadap produk yang digunakan.

MUA Bersertifikat X memastikan adanya izin edar dari kosmetika yang
digunakan untuk menata rias wajah Konsumen MUA Bersertifikat X.
Izin edar akan memberikan pembelaan atas dalil kesalahan yang
ditujukan kepada MUA Bersertifikat X sehingga unsur kesalahan di
dalam unsur PMH sulit untuk dibuktikan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku
Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
martabat yang dimiliki oleh masyarakat yang perlu dilindungi oleh
MUA dan Produsen diubah kedudukannya dari yang tadinya berupa
pengaturan menjadi asas. Sehingga, Produsen Kosmetika dan MUA
Bersertifikat X perlu memberikan perhatian yang lebih lagi terhadap
hasil penelitian ini untuk memenuhi asas yang dimiliki oleh

masyarakat.
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